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I.  UMUM 
 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyebutkan bahwa  tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan 
segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung 
jawab penting bernegara.  
 

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah  terjaminnya hak atas 
pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang 
sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk 
memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal  
28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga 
sesuai dengan  Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 
11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR).  
 

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan 
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting 
untuk direalisasikan.  Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan 
kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian 
berkelanjutan. 
 

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis  bagi masyarakat 
Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk 
Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan 
demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, 
bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha 
pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya 
masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan 
sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, 
tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.  
 

Alih . . . 
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Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian 
ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi 
yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan 
masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada 
lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang 
diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian 
melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih 
fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan 
yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat 
kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan 
pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan 
salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, 
dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan 
masyarakat pada umumnya. 
 

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding 
dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan 
buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. 
Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani 
dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.  
 
Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada 
meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan  yang makin  mendesak aktivitas-
aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan 
perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk 
perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya 
dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya 
adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah 
yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.  
 
Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus 
sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus 
meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah 
memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa 
yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia 
membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.                                                          
 
Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak 
terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya 
penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek 
penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 
Alam.  
 
 
 
 
 
 
 
 Aspek . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

Ditje
n P

era
tur

an
 P

eru
nd

an
g-u

nd
an

ga
n

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

 

- 3 - 

 

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara 
manusia dan lahan,  sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait 
dengan  kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya 
lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan 
untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk 
mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait 
dengan penguasaan/pemililikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan 
terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama 
diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara 
memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta 
tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan. 

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya  perlindungan terhadap 
kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan 
Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap 
lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya, yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; 
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian; 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya 

Tanaman; 
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman; 
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi; 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;  
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional;   
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

14. Undang . . . 
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14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian 
Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian 
(International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture); 

15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 

16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;  
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Negara; 
20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; dan 
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan 
pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan 
pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan 
merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah 
kabupaten.  Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi  
di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan 
pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan 
penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, 
pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan 
dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. 
Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan 
menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.  

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1   

Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa 
depan. 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, 
pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara 
konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, 
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan 
memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang. 
 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan 
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, 
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 
   

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 
dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, 
pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia 
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

  
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan  yang melibatkan masyarakat 
dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan. 
 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan  yang harus mencerminkan 
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa 
terkecuali. 

 
 Huruf h 
 Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, 
dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, 
lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan 
maksimum daerah. 

Huruf i . . . 
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Huruf i 
Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” 
adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya 
serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka 
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.  
 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan     
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah 
dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah. 

 
Huruf k 

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki 
negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap 
keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 
 

Huruf l  
Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan 
keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan 
ubi kayu. 

 
Huruf  m 

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi 
sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat 
spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan 
pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok 
penduduk Kepulauan Maluku. 

 
Pasal 3  

Huruf a  
Cukup jelas.  

 
Huruf b  

  Cukup jelas.  
 

Huruf c  
  Cukup jelas.  

 
Huruf d  

  Cukup jelas.  
 

Huruf e . . . 
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Huruf e  
                  Cukup jelas.  

 
Huruf f  

                  Cukup jelas.  
 

Huruf g  
  Cukup jelas.  

 
Huruf h  

  Cukup jelas.  
 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran 
untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara 
proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, 
memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian 
dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor 
lain.  
Strategi yang ditempuh melalui: 
1. pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;  
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; 

dan  
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber 

daya alam secara berkelanjutan. 
 
Pasal 4 
       Cukup jelas.  
 
Pasal 5 
 Huruf a  

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi 
teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, 
dan sawah pedesaan. 

 
Huruf b.  

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah 
reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)”  adalah 
lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan. 
 

Huruf c. 
Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah 
tadah hujan dan  lahan kering. 

 
 

Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 
Cukup jelas.  

  
Pasal 7 

Ayat (1)       
           Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian pangan 
berkelanjutan” adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman 
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 

 
Pasal 8 
       Cukup jelas. 
 
Pasal 9 

Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 

Ayat (4)  
 Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 
 Huruf a 
 Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah 

perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari 
aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi  cocok 
untuk dikembangkan pertanian pangan dengan 
memperhatikan daya dukung lingkungan. 

 
Huruf b 
 Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah 

perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung 
pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, 
dan jembatan. 

Huruf c . . . 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk 
penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik 
yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. 

 
Huruf d 
 Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan 

yang secara biofisik,  terutama dari aspek topografi/lereng, 
iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok 
dikembangkan untuk pertanian. 

 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” 
adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan 
hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi 
pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan 
sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi 
produk. 

 
Pasal 10 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 12 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 15 
       Cukup jelas. 
 
Pasal 16 
         Cukup jelas. 
 
 
 
 

Pasal 17 . . . 
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Pasal 17  
Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi 
kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana 
pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk dapat terjaminnya pengganggaran dan pelaksanaan 
setiap tahun. 

 
Pasal 18 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 19 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
         Cukup jelas. 
 
Pasal 22 
         Cukup jelas. 
 
Pasal 23 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 24 

Ayat (1)  
Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu 
ditetapkan sebagai kawasan strategis  dengan pertimbangan 
pertahanan negara. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
ditetapkan sebagai kawasan strategis karena: 
a. merupakan satu kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang cukup luas, memiliki potensi produksi yang 
tinggi karena faktor alamiah dan buatan, serta memiliki 
kekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasi 
dan khusus; 

b. merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang bersifat lintas wilayah administrasi dan 
perlu dikelola secara terintegrasi; dan 

c. merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan 
pertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan sumber 
daya alam tinggi. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)     
Huruf a  

  Cukup jelas.  
 
Huruf b  

  Cukup jelas.  
 
Huruf c 

  Cukup jelas.  
 
Huruf d  

Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, 
bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan. 

 
Huruf e   

Sarana dan prasarana  pertanian adalah, antara lain, alat dan 
mesin pertanian serta sarana produksi pertanian   

  
Pasal 25 
         Cukup jelas. 
 
Pasal 26 
         Cukup jelas. 
 
Pasal 27  
  Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
   
  Ayat (2) 

Dalam melaksanakan  pengembangan terhadap kawasan dan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan 
ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah saja 
yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang 
kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu 
diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan 
lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
 

  Ayat (3) 
   Cukup jelas. 
 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas. 
 
 
 
 

Pasal 28  . . . 
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Pasal 28 
Huruf a  

  Cukup jelas.  
 
Huruf b  

  Cukup jelas.  
 
Huruf c 

  Cukup jelas.  
 
Huruf d 

  Cukup jelas. 
 
Huruf e 

  Cukup jelas. 
 
Huruf f   

Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan teknologi pertanian” adalah 
aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk 
menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik. 
 

Huruf g  
Yang dimaksud dengan ”pengembangan inovasi pertanian” adalah 
intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan 
yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi 
pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan 
teknologi dan kelembagaannya. 

 
Huruf h 

  Cukup jelas. 
 
Huruf i  

  Cukup jelas. 
 
Pasal 29           

Ayat (1)            
          Cukup jelas 

 
Ayat (2)            

          Cukup jelas 
 
    
 
 
 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3)  

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara 
tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria 
untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan 
sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian 
Pangan Pokok. 

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan 
melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk 
diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan.  

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah 
terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan 
pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan 
berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan serta insentif  yang sesuai 
kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin 
memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi 
miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor 
produksi sehingga menelantarkan tanahnya. 

 
Ayat (4)            

           Cukup jelas. 
 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 
Ayat (6)            

           Cukup jelas. 
 
 Ayat (7) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 30 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
          Cukup jelas. 
 
 

Pasal 32 . . . 
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Pasal 32 
         Cukup jelas. 
 
Pasal 33 

 Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air”  adalah upaya 
memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan 
fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam 
kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang 
akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali. 

 
Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 34 

Ayat (1)            
    Cukup jelas. 

   
  Ayat (2)   

Yang dimaksud dengan ”pihak lain” adalah pihak yang ada 
kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya 
penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional. 

 
Ayat (3)            

     Cukup jelas. 
 
Ayat (4)            

     Cukup jelas. 
 
 
Ayat (5)            

     Cukup jelas. 
 
Pasal 35 

Ayat (1)            
     Cukup jelas. 

 
 
 
 
 

Ayat (2). . . 
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Ayat (2)            
 Huruf a 

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi 
koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, 
pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, 
perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan 
dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 
Huruf b 

     Cukup jelas. 
 

Huruf c 
 Cukup jelas. 
 

Huruf d 
    Cukup jelas. 
 

Huruf e 
 Cukup jelas. 
 

Huruf f 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 36 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 38  

Huruf a  
  Cukup jelas. 

 
Huruf b  

  Cukup jelas.  
 
Huruf c 

  Cukup jelas.  
 
Huruf d 

  Cukup jelas. 
 

Huruf e . . . 
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Huruf e 
  Cukup jelas. 

 
Huruf f         

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” 
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 
satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 
bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau 
massal. 
 
Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematik” 
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 
dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran 
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah 
desa/kelurahan. 

 
Huruf g 

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas 
melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor 
produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian 
hadiah yang menunjang kegiatan pertanian. 

 
Pasal 39 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
           Cukup jelas. 
 
Pasal 41 

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan 
dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur 
memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan. 

 
Pasal 42 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 43  
 Cukup  jelas.  

    
Pasal 44 
  Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 
 
 

Ayat (2). . . 
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  Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan 
sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk  
pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air 
minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan 
pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, 
terminal, fasilitas keselamatan umum,  cagar alam, serta 
pembangkit dan jaringan listrik. 

 
  Ayat (3) 
            Cukup jelas. 
   
  Ayat (4) 
   Cukup jelas. 
   
  Ayat (5)  

 Cukup jelas. 
 
Ayat (6)  
 Cukup jelas. 

 
Pasal 45 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 46 

Ayat (1)            
Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang 
secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, 
kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.  
 
Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di 
dalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi atau diluar 
provinsi  dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
dialihfungsikan sesuai dengan Rencana  Tata Ruang Wilayah 
provinsi dan  kabupaten/kota. 

 
Ayat (2) 
         Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
         Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 
         Cukup jelas. 

 

Ayat (5) . . . 
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Ayat (5) 
         Cukup jelas. 

 
Pasal 47  

Yang dimaksud dengan “yang harus dilakukan” adalah segala ketentuan 
dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan  pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahan 
bukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan. 
 

Pasal 48 
 Cukup jelas.  
 
Pasal 49 
 Cukup jelas.  
 
Pasal 50  
      Cukup jelas. 
 
Pasal 51 
         Cukup jelas. 
 
Pasal 52 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 53 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 54 

Ayat (1) 
         Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara 
bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya 
sesuai hierarki pemerintahan. 

 
Pasal 55 
          Cukup jelas. 
 
Pasal 56 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 57  
  Cukup jelas. 
 

Pasal 58 . . . 
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Pasal 58 
Ayat (1)   

Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 

Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 memerlukan sistem informasi yang terpadu  dalam rangka 
mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.  

 
Ayat (3)   

Cukup jelas. 
 

Ayat (4)   
Huruf a  

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah 
informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang 
mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di 
antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang 
diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei 
lapangan.     

    
Huruf b  

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah 
informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan 
permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem 
irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan 
pertanian/perdesaan. 

  
 Huruf c  

Yang dimaksud dengan  “informasi sumber daya manusia” 
adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya 
yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok. 
 
Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” 
adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi 
petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait. 

 
 Huruf  d  

 Yang dimaksud dengan ”informasi status kepemilikan dan/ 
penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang 
melekat atas tanah. 

 
 
 

Huruf e . . . 
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  Huruf e 
  Yang dimaksud dengan ”informasi luas dan lokasi lahan” 

meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut 
mengenai lokasi lahan. 

   
Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”informasi jenis komoditas pangan 
tertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenai 
Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani. 

 
Ayat (5) 

           Cukup jelas.  
 
Pasal 59 
   Ayat (1)  
   Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  
    Cukup jelas. 

 
Ayat (3)  

Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian 
perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku 
lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas 
pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama 
periode waktu tertentu. 

 
 Pasal 60 
   Cukup jelas.  
 
Pasal 61 
   Cukup jelas. 
 
Pasal  62 
  Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan 
pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar 
produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani. 

 
Huruf b 

 Cukup jelas.  
 
 

Huruf c . . . 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah 
jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian 
pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan. 

 
Huruf d 

 Cukup jelas.  
    
   Huruf e 

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan 
pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan 
oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, 
banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah 
dan dielakkan oleh petani. 

 
Ayat (2) 
 Yang dimaksud dengan ”petani kecil” adalah petani pengguna 

lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha. 
 

Pasal  63 
           Cukup jelas. 
 
Pasal 64 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 65  

Cukup jelas.  
   
Pasal  66 
           Cukup jelas. 
 
 
Pasal  67 
 Ayat (1)  

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak 
masyarakat seperti: 
a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” 

sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya; 
b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau 

menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan 
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan 
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;  

c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di 
dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan; 

d. mengusulkan . . . 
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d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 
tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, 
serta sosial-budaya lokal yang ada; 

e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada 
di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya 
berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan; 

g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk 
penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, 
pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;  

i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk 
perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; 
dan/atau 

j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara 
sistematik dan sporadik. 

 
 Ayat (2)  

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, 
organisasi, atau badan usaha. 

 
Ayat (3) 

Huruf a  
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan dengan cara: 
1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

dalam rangka menyusun rencana pembangunan 
nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses 
penyusunan rencana tata ruang  sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan 

 
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan 
Rakyat  Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan 
Daerah  Republik Indonesia. 

 
 

Huruf b . . . 
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Huruf b 
   Cukup jelas. 
 
Huruf c 
 Cukup jelas. 
 
Huruf d 
   Cukup jelas. 
 
Huruf e 
 Cukup jelas.   

 
Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Pasal  68 
            Cukup jelas. 
 

Pasal  69 
            Cukup jelas. 
 

Pasal  70 
            Cukup jelas. 
 

Pasal  71 
            Cukup jelas. 
 

Pasal  72 
            Cukup jelas. 

 
Pasal  73 

            Cukup jelas. 
 

Pasal  74 
            Cukup jelas. 
 

Pasal  75 
            Cukup jelas. 
 

Pasal  76 
            Cukup jelas. 
 

Pasal 77 
 Cukup jelas.  
 

 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5068 
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